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Abstrak

PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Sebuah studi Sosio-Retoris terhadap 1 Korintus 7: 12-19, sebagai tanggapan teologis bagi

Revisi Pranata Perkawinan Greja Kristen Jawi Wetan)

Oleh: Ayub Santoso (01072110)

Perkawinan beda agama di Indonesia telah mendapat banyak penolakan dari kaum mayoritas
negri ini. Hal tersebut paling tidak dapat dilihat dari resistensi hubungan Islam dan Kristen
sebagai agama dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia, yang pada dasarnya sama-sama
tidak menghendaki adanya suatu perkawinan beda agama. Resistensi sikap Islam-Kristen
terhadap persoalan perkawinan beda agama, kemudian menjadikan Undang-undang Perkawinan
Indonesia juga dibaca dan diberlakukan sebagail produk hukum yang menolak suatu perkawinan
beda agama. GKJW melalui Revisi Pranata Perkawinan-nya menyatakan sikap yang berbeda
dengan suara mayoritas yang selama ini ada, dalam menilai persoalan perkawinan beda agama,
bahwa persoalan perkawinan beda agama. bukan lah persoalan boleh atau tidaknya suatu
perkawinan beda agama itu dilakukan, tetapi justru bagaimana dalam suatu kehidupan
perkawinan arti takut'akan Tuhan Allah dan tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya
dapat diwujudnyatakan, termasuk dalam kehidupan perkawinan beda agama sekalipun. Oleh
karena itu, dalam persoalan perkawinan beda agama GKJW secara tegas menyatakan sikapnya
bahwa pada dasarnya suatu perkawinan beda agama harus tetap diakui dan dihargai, dan sikap

ini telah sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Jemaat Korintus.

Kata kunci: Perkawinan, Beda Agama, Resistensi, Islam-Kristen, Undang-undang Perkawinan

Indonesia, Pranata Perkawinan GKJW, Nasihat Paulus
Lain-lain:

iX + 86 him; 2014

62 ( 1984-2014)

Dosen Pembimbing : Pdt. Rena Sesaria Yudhita, M.Th.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

A.l. Memotret Fenomena Perkawinan Beda Agama

Dear God, dear YHWH, dear Allah, dear El, dear Tuhan

In Your majesty, You create differences

In my arrogance, | question Your wisdom
In Your mistery; You create temptation

In my inferiority, You make me more than | am
So here | am
Surrender me.in the agony of Your love
Surrender me in the irony of Your law
Lead me to the joy love redivined

Teach me how to love You more

Ungkapan di atas adalah prolog dari film yang berjudul cin(T)a, karya Sammaria Simanjutak.
Film cin(T)a ini bercerita mengenai romantika beda agama, yang menyajikan adanya kisah cinta
segitiga antara Cina, Tuhan, dan Annisa. Cina adalah lelaki Batak keturunan Tionghoa, yang
beragama Kristen yang taat. Tuhan adalah karakter yang paling tidak bisa ditebak, walapun
setiap orang mencoba untuk mendeskripsikan-Nya, namun tetap saja Tuhan menjadi misteri, atau
dengan kata lain setiap deskripsi yang ada tidak ada yang benar-benar seperti-Nya. Sedangkan
Annisa, adalah Muslim keturunan Jawa. Cina mencintai keduanya, ia mencintai Tuhan dan

Annisa, begitu juga dengan Annisa, ia mencintai Tuhan dan Cina. Tuhan pun mencintai



keduanya, Cina dan Annisa. Namun Annisa dan Cina tidak dapat bersatu karena mereka
menyebut Tuhan dengan nama yang berbeda®. Lantas, mengapa Tuhan menghadirkan cinta
ditengah perbedaan kalau pada akhirnya cinta itu tidak bersatu? Mengapa ada perbedaan kalau
Tuhan hanya ingin dipanggil dengan satu sebutan saja? Atau mungkin ini adalah alasan kenapa
ada orang atheis, karena Tuhan sebenarnya capek dipuja-puja dan disembah seperti cara-cara
yang sudah ada?

Film Cin(T)a mungkin adalah suatu cerita fiksi belaka, namun isu yang diangkat dalam film
tersebut kiranya dapat memberi Kkita sedikit potret bahwa persoalan dan perdebatan mengenai

perkawinan beda agama di Indonesia kerap kali menjadi polemik yang tidak kunjung selesai.

A.2. Hukum Perkawinan di Indonesia

A.2.1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 19742

UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 ditetapkan mengingat perlunya hukum perkawinan yang dapat
berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Menurut UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, yang
dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Sedangkan perkawinan —
termasuk perkawinan beda agama ~ dianggap sah apabila memenuhi aturan yang terdapat pada
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), dimana disebutkan:

Pasal 2 ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu.
Pasal 8 huruf (f)

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau

peraturan lain yang berlaku,dilarang kawin.

! http://kacahati.wordpress.com/2009/08/22/jangan-nonton-film-cintal/ diakses pada tanggal 22 Mei 2013.
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (terlampir)
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Dan perkawinan Campuran yang melibatkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan
Warga Negara Asing (WNA) diatur dengan pasal 57 yang berbunyi:

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia”.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) dapat dilihat bahwa pada kedua pasal tersebut
perkawinan dianggap sah apabila dianggap sah juga oleh peraturan lainnya, dimana hukum
agama salah satunya. Menurut Albert Hasibuan UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 masih sangat
kompromistis, hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya hukum agama menjadi hukum positif di
Indonesia. Lebih jauh Hasibuan menyatakan bahwa sebelum Pasal 2 ayat 1 disahkan sebenarnya
Rancangan Undang-Undangnya berbunyi: < “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di
hadapan pegawai pencatat perkawinan; dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai
tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan atau ketentuan hukum
perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini”. Namun karena mendapat reaksi dan protes keras dari golongan yang
menghendaki berlakunya hukum agama di dalam peraturan perundangan perkawinan, maka

kemudian bunyinya jadi seperti di Pasal 2 ayat 1 saat ini.

Dari apa yang disampaikan oleh Hasibuan di atas terlihat jelas ada suatu pergesaran paradigma
mengenai keabsahan perkawinan. Semula perkawinan dianggap sah jika dilakukan di hadapan
Negara melalui lembaga Catatan Sipil, tapi kini sahnya perkawinan cenderung diserahkan
sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak. Hal ini yang pada akhirnya
menimbulkan kebingungan pada saat UU Perkawinan tersebut diberlakukan, terutama saat

berkenaan dengan perkawinan beda agama.”

Apakah perkawinan beda agama adalah sah atau tidak di hadapan hukum Indonesia? Pertanyaan
ini memunculkan pro dan kontra di antara penafsir hukum perkawinan di Indonesia. Apabila

melihat bunyi Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f), dimana sah dan tidaknya perkawinan sangat

* Albert Hasibuan, “Beberapa Pokok Pikiran Tentang Penyelesaian Masalah ‘perkawinan campuran’, dalam
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen, Ed. By Wieneta Sairin Dan J.M. Pattiasina,
(Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1996), h. 74-82.

* http://www.sarapanpagi.org/pernikahan-campur-vt2230.html, diakses pada 10 November 2013.
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bergantung pada hukum agama masing-masing pihak yang bersangkutan. Tentu perkawinan
beda agama dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap UU Perkawinan No. 1 Tahun
1974, selama agama-agama di Indonesia menolak praktik perkawinan beda agama. Artinya
selama hukum agama menolak perkawinan beda agama, selama itu juga perkawinan beda agama
ditolak, dan hampir mustahil mendapatkan pengakuan di mata hukum Indonesia.’> Ini yang
kemudian menjadi alasan — selama hukum agama di Indonesia masih menolak — beberapa Warga
Negara Indonesia pada akirnya melangsungkan perkawinan beda agama di luar negri, baru

mencatatkan perkawinan mereka di Catatan Sipil dan perkawinan beda agama mereka sah.®

Namun ditengah kebuntuhan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, menurut Purwoto S.
Gandasubrata, ada sedikit celah yang dapat dimanfaatkan dari hukum perkawinan di Indonesia,
yang didasarkan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut. Menurutnya perkawinan beda
agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karena itu UU
Perkawinan dapat ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama juga termasuk dalam perkawinan
campuran (Pasal 57). Perkawinan campuran memang secara khusus berbicara bagi pasangan
yang berada dalam wilayah hukum Negara, artinya perkawinan antara WNI dengan WNA.. Tapi
secara implisif juga dapat ditafsirkan, bahwa perbedaan Negara termasuk di dalamnya ada
perbedaan agama. Atau kalau dugaan ini salah, bahwa perkawinan campuran tidak sekaligus
mencakup perkawinan beda agama, maka kemungkinannya perkawinan beda agama sama sekali
belum diatur dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974. Itu artinya UU Perkawinan no. 1 Tahun

1974 menjadi tidak sah, untuk mengatur perkawinan beda agama.’

Dalam kesimpangsiuran hukum perkawinan di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda

agama, tidak dapat disangkal bahwa perkawinan beda agama tetap menimbulkan begitu banyak

> MUI dengan jelas mengharamkan perkawinan beda agama. Selama MUI menolak prakrik perkawinan beda
agama, maka setiap perkawinan beda agama yang melibatkan umat Islam hampir mustahil terjadi. Tulisan ini
memang lebih berfokus pada perkawinan beda agama antara Islam dan Kristen, sebagai praktik perkawinan beda
agama yang paling kuat menimbulkan resistensi antara keduanya. Artinya kalau perkawinan beda agama memang
harus didasakan pada UUP No.1 Tahun 1974, maka bunyi UUP tersebut memang melarang. Lih. Weineta Sairin dan
J. M. Pattiasina, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,
1996), h. 337-338; 421-431.

® Fenomena perkawinan beda agama di luar negri dapat kita amati pada kehidupan para artis, seperti Jamal
Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan, Adi Subono
dengan Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Kobusher dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny
Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih banyak lagi. maraknya fenomena kawin beda agama di luar negri
menjadi dianggap sah oleh hukum di Indonesia. Lih. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 56.

7 http://www.sarapanpagi.org/pernikahan-campur-vt2230.html, diakses pada 10 November 2013. Bdk dengan
pasal 66 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana dikatakan bahwa UU Perkawinan tersebut otomatis dapat
meniadakan peratutan dari produk hukum sebelumnya, sejauh peraturan itu telah diatur dalam UU Perkawinan
No. 1/1974. Artinya sejauh dalam UU Perkawinan No. 1/1974 belum diatur, maka produk hukum lama masih
berlaku.
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pro dan kontra, sejak semula UU Perkawinan No.1/1974 diterbitkan. Kaum agamais secara kasar
dapat disebut sebagai pihak yang kontra, yang beranggapan bahwa perkawinan beda agama tidak
sesuai dengan agidah-agidah agama. Di sisi lain ada kaum Pancasilais yang pro, yang
beranggapan bahwa kemajemukan (perbedaan) adalah merupakan semangat Negara Indonesia
dan berdasar pada UUD 1945, oleh karena itu pada dasarnya perkawinan beda agama pun tidak
masalah. Berbagai pro dan kontra tersebut pada akirnya membuat UU Perkawinan No.1/1974
yang terlalu bersifat kompromistis, dalam praktiknya masih sering diberlakukan secara tumpang
tindi dengan hukum positif (agama) di Indonesia,® dan ini membingungkan saat agama-agama

yang ada mempunyai sudut pandang dan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya.

A.2.2 Fatwa MUI dan KHI

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia menentang keras
mengenai keberadaan perkawinan beda agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sangat
dilarang bagi umat Islam untuk menikahi pasangan yang non-muslim. Larangan ini dapat Kita
jumpai dalam sumber-sumber hukum Islam yang menyebutkannya secara implisit maupun
eksplisit. Seperti halnya dalam Fatwa Majelis. Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI).

Pada 1 Juni 1980, MUI mengeluarkan sebuah fatwa perihal paham pluralitas, terutama yang
berkaitan dengan-pernikahan lintas agama. Fatwa MUI tersebut memuat dua hal sebagai berikut:
Pertama, seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan kawin dengan seorang laki-laki bukan
Islam — haram hukumnya. Kedua, laki-laki Muslim tidak diizinkan kawin dengan perempuan
bukan Islam — termasuk juga dengan perempuan ahl alkitab.” Menurut Noryamin Aini fatwa ini
dikeluarkan oleh MUI sebagai tanggapan terhadap isu kristenisasi. Karena sekitar tahun 1970
sampai 1980 populasi orang Islam turun drastis, dan faktor pernikahan beda agama dianggap

sebagai salah satu modus pamungkas kristenisasi, oleh karena itu perlu diharamkan!*°

® Albert Hasibuan, “Beberapa Pokok Pikiran Tentang Penyelesaian Masalah ‘perkawinan campuran’, dalam
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen, h. 78.

° Lih. “Keputusan Musyawarah Nasional ke-ll Majelis Ulama Indonesia No.05/Kep/Munas/MUI/1980 Tentang
Fatwa”, dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen, Ed. By: Weineta Sairin dan J.
M. Pattiasina, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), h. 337-338.

1 Lih. Paper Noryamin Aini, “Inter-Religious Marriage from Scio-Historical Islamic Perspective”, dalam simposium
buku tahunan, International Law and Religion” yang ke-14 di Brigham Young University Law Review, pada tanggal
7-9 Oktober 2008, h. 685-686.



Fatwa MUI yang mengharamkan perkawinan beda agama, kemudian ditindaklanjuti dengan
suatu Inpres No. 91 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI Pasal 40 Butir ¢
mengatur bahwa ‘“seorang laki-laki Muslim tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan
seorang perempuan yang tidak beragama Islam”. Sedangkan KHI Pasal 44 dengan tegas
menyatakan bahwa “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang laki-laki yang tidak beragama Islam”. Sikap agama Islam dalam KHI tersebut menjadi
semakin kokoh jika dipadukan dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam Pasal 2 ayat 1
UU Perkawinan, dimana disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping itu, Pasal 8 (f) juga
menyatakan bahwa: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f) mempunyai hubungan

yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”."*

A.2.3 Pranata Perkawinan GKJW Tahun 1996

Pranata Perkawinan Greja Kristen Jawi Wetan (baca: Grejo, selanjutnya disingkat sebagai
GKJIW)* terbitan Majelis Agung tahun 1996 tidak jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukan
oleh agama Islam dalam Fatwa MUI dan KHI;. mereka menolak adanya perkawinan beda agama.
Sikap penolakan yang ditunjukan oleh GKJW terlihat jelas dalam Tata dan Pranata GKJW,

khususnya Pranata mengenai perkawinan Bab IV mengenai hal-hal khusus, yang menyatakan:*

Pasal 15

Sepasang suami-istri yang kemudian keduanya masuk Kristen, perkawinannya disahkan secara
grejawi dalam Ibadah Perkawinan.

Pasal 16

Apabila ada suami-istri yang salah satunya masuk Kristen, perkawinannya belum dapat

disahkan secara gerejawi.

" ih. Suhadi, Kawin Lintas Agama:Perspektif Kritik Nalar Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 51-52.

1 Majelis Agung GKIW, Tata dan Pranata Greja Kristen Jawi Wetan dan Peraturan Majelis Agung tentang Badan-
Badan Pembantu Majelis, (Malang: MA GKJW, 1996), h. 14. Tata Gereja Bab |, Pasal 1, berbunyi, “Nama resmi
gereja ini adalah “Greja Kristen Jawi Wetan”. Nama ini adalah nama diri dalam bahasa Jawa, yang ditulis dan
dibaca dengan cara dan bunyi bahasa Jawa. Hal ini nampak secara khusus dalam nama “Greja” yang harus dibaca
dengan lafal Jawa: grejo.

B Majelis Agung GKJW, Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan, h. 174.
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Dari rumusan Pranata Perkawinan GKJW di atas dapat dilihat, bahwa perkawinan yang diakui
olen GKJW adalah perkawinan antara seorang yang sama-sama telah menjadi Kristen (Pasal 15).
Sedangkan bagi pasangan yang beda agama (salah satu saja yang Kristen) perkawinannya belum
dapat disahkan (=diberkati) secara gerejawi oleh GKJW (Pasal 16). Sikap yang ditunjukan oleh
GKJW dalam Pranata Perkawinan GKJW tahun 1996 ini sedikit ganjil, apabila
mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: pertama Tata dan Pranata 1996 relatif merupakan
Tata dan Pranata baru, karena sebelum tahun 1996 GKJW masih berpatokan pada Tata dan
Pranata lama tahun 1967.** Kedua dalam konteks pembentukan Tata dan Pranata 1996,
khususnya mengenai Pranata Perkawinan dan mengenai persoalan perkawinan beda agama,
gereja-gereja di bawah PGI pada tanggal 29 April 1989, di Wisma Kinasih, Caringin, Bogor,
telah sepakat bahwa gereja dapat memberkati perkawinan beda agama, hal ini dapat dirujuk
dalam akta KETETAPAN SIDANG MPL-PGI NOMOR 01/MPL-PG1/1989." Dengan
mempertimbangkan dua hal tersebut maka seharusnya bagi GKJW sebagai gereja yang juga ada
di bawah naungan PGI, GKJW juga telah sepakat bahwa gereja dapat memberkati perkawinan
beda agama, dan sikap semacam itu juga seharusnya muncul dalam Pranata Perkawinan GKJW
1996, tapi mengapa dalam Pranata Perkawinan GKJW 1996 GKJW hanya mengakui perkawinan
seagama saja, antara Kristen dan Kristen (Pasal 15), bahkan secara implisit juga terkesan
menolak suatu perkawinan ‘beda agama, saat GKJW menyatakan bahwa pemberian berkat
perkawinan tidak dapat diberikan bagi pasangan yang berbeda agama (Pasal 16) ? Mungkin
benar kecurigaan dari Hardiyan Triasmorohadi yang menyatakan bahwa dalam Pranata

£.1° Dari

Perkawinan GKJW 1996, GKJW secara implisit masih menunjukan sikap yang ekslusi
sini kemudian dapat disimpulkan bahwa sikap GKJW dalam Pranata Perkawinan GKJW 1996
pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukan oleh umat Islam dalam Fatwa
MUI dan KHI yang telah dibahas sebelumnya, yang berkata “TIDAK” pada perkawinan beda
agama. Dalam hal ini UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8
(f), akhirnya juga kembali dibaca sebagai produk hukum yang dapat menolak berlangsungnya

perkawinan beda agama, karena GKJW pun menolaknya.

" Majelis Agung GKJW, Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan, h. iii.

B Lih. “Ketetapan Sidang MPL PGl Nomor 01/MPL-PGI/1989 Mengenai Pemahaman Gereja-gereja di Indonesia
tentang Sahnya Perkawinan dan Perkawinan Bagi Warga Negara yang Berbeda Agama” dalam Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen, Ed. By Wieneta Sairin Dan J.M. Pattiasina, (Jakarta: BPK
Gunung Mulia, 1996), h. 149-150.

'® http://www.gkjw.web.id/kawin-beda-agama-mengapa-tidak, diakses pada 11 November 2013.
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A.3 Revisi Pranata GKJW: Babak Baru bagi Perdebatan Mengenai Perkawinan Beda

Agama
Tata dan Pranata GKJW pada hakekatnya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: *’

1. Sebagai pedoman hidup bagi organisasi gereja dalam rangka menterjemakan Firman
Allah dalam dinamika konteks kehidupan yang ada.

2. Gereja dibuat untuk memperlancar dan menunjang pertumbuhan gereja, sehingga gereja
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan ke mana arah perjalanan dan
pertumbuhannya.

3. Sebagai sarana pendidikan bagi warga gereja dan masyarakat umum mengetahui jatidiri

gereja.

Dari hakekat Tata dan Pranata GKJW di atas dapat disimpulkan bahwa konteks dalam berteologi
menjadi sangat penting untuk menterjemahkan Firman Allah ‘dan menjalankan fungsi sebagai
Gereja. Kesetiaan GKJW dalam memperhatikan dinamika konteks kehidupan yang ada
diperlihatkan — salah satunya — dengan adanya perubahan dalam Tata dan Pranata GKJW,
termasuk di dalamnya Pranata Perkawinan. Melalui sidang istimewa pada tahun 2012, yang

bertempat di Balewiyata-Malang, dirumuskan beberapa sikap baru sebagai berikut:*®

Pasal 15

Sepasang suami isteri yang kemudian keduanya masuk Kristen, perkawinannya disahkan secara

gerejawi dalam ibadat perkawinan.
Pasal 16

Sepasang suami isteri yang perkawinannya dilakukan di gereja lain ketika masuk ke GKJW,

perkawinannya dianggap sah.
Pasal 17

GKJW mengakui dan menghargai perkawinan beda agama.

v Majelis Agung GKJW, Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan., h. iii-iv.
'8 Revisi Pranata Perkawinan Greja Kristen Jawi Wetan, (terlampir).
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Pasal 18

Apabila terdapat warga yang memilih melakukan perkawinan beda agama, namun tidak
bersedia menerima pemberkatan gerejawi, maka Majelis Jemaat harus mendampingi yang
bersangkutan ke Pengadilan Negeri dan atau Lembaga Pemerintahan yang berwenang, untuk

mendapatkan akta perkawinan.

Dalam Pasal-pasal Revisi Pranata Perkawinan GKJW di atas, dapat dilihat bahwa Pasal 15
bunyinya tetap sama dengan Pasal 15 di Pranata Perkawinan GKJW 1996, sedangkan Pasal 16
pada Pranata Perkawinan 1996 yang dasar bagi GKJW menolak perkawinan beda agama
dihilangkan, diganti dengan Pasal 16 yang menerangkan bahwa pemberkatan perkawinan yang
telah dilakukan di gereja lain selain GKJW pada dasarnya tidak menjadi persoalan. Rumusan
sikap GKJW mengenai perkawinan beda agama dalam Revisi Pranata Perkawinan GKJW secara
jelas dirumuskan dalam dua Pasal baru, Pasal 17 dan 18. Pasal 17 dengan jelas menyatakan
bahwa “GKJW mengakui dan menghargai perkawinan beda agama. Sedangkan sebagai wujud
nyata bahwa GKJW dapat mengakui dan menghargai perkawinan beda agama dapat dilihat pada
Pasal 18, yang pada intinya GKJW bersedia memberkati perkawinan beda agama,*® bahkan
mengharuskan Majelis Jemaat mendampingi yang bersangkutan untuk mendapat pengakuan dari

Negara atas perkawinan — beda agama — mereka.

Dari yang semula bersikap ekslusif pada persoalan perkawinan beda agama, GKJW nampak
mulai terbuka (=inklusif) terhadap persolan perkawinan beda agama, dengan mengedepankan
aspek pendampingan (pastoral) — aspek pastoral tersebut dapat terlihat jelas pada Pasal 18 saat
GKJIW mengharuskan ‘Majelis Jemaat mendampingi yang bersangkutan untuk mendapat
pengakuan dari Negara atas perkawinan mereka. Dari revisi Pranata Perkawinan GKJW ini dapat
dilihat bahwa persoalan mengenai perkawinan beda agama menemui babak baru, dan sekarang
GKJW telah memutuskan sikapnya bahwa perkawinan beda agama harus dapat diakui dan
dihargai (Psl 17). Perubahan sikap GKJW ini menarik untuk diselidiki dan dikaji lebih lanjut,
karena ditengah-tengah UU Perkawinan yang kerap kali dibaca sebagai penolakan terhadap
praktik perkawinan beda agama, juga ditengah sikap mayoritas umat beragama di Indonesia
(Islam) yang menolak praktik perkawinan beda agama, GKJW justru mengambil sikap yang
berbeda dari mereka dengan menyatakan bahwa perkawinan beda agama harus diakui dan

dihargai.

¥ Secara teknis pihak yang berasal dari agama lain membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya bersedia
di berkati pernikahannya secara Kristen. Lih. Bagian Memori Penjelasan pasal 18, Revisi Pranata Perkawinan GKJW.
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B. Fokus Masalah

Dalam perumusan sikap GKJW terhadap persoalan perkawinan beda agama — bahwa perkawinan
beda agama harus dapat diakui dan dihargai — memang ada beberapa latar belakang pemikiran
teologis yang ada. Di dalam bagian Memori Penjelasan Pasal 17 Revisi Pranata Perkawinan (lih.
Lampiran 1) dapat dilihat bahwa salah satu sumber teologi GKJW tersebut berasal dari
pemikiran Paulus ( 1 Kor 7: 12-16) dalam konteks Jemaat Korintus, yang juga hidup dalam
keadaan perkawinan beda agama. Berangkat dari sini, maka kemudian penyusun merumuskan

beberapa pokok permasalahan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

1) Bagaimana pemahaman Paulus mengenai Perkawinan beda agama dalam konteks
Jemaat di Korintus?

2) Sejauh mana nasihat Paulus dapat dipakai untuk melihat landasan teologis Revisi
Pranata Perkawinan GKJW?

C. Batasan Masalah

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penyusun akan membatasi pembahasan penyusun

pada:

1) Menyelidiki konteks sosial jemaat Korintus

2) Memahami pemikiran Paulus mengenai perkawinan beda agama dalam 1 Korintus 7:
12-19

3) Mengunakan nasehat Paulus dalam 1 Korintus 7:12-19 untuk melihat Revisi Pranata
Perkawinan GKJW.

D. Judul

Setelah memaparkan apa yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah di

atas, maka penyusun memberi judul tulisan ini:
PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Sebuah studi Sosio-Retoris terhadap 1 Korintus 7: 12-19, sebagai tanggapan teologis bagi

Revisi Pranata Perkawinan Greja Kristen Jawi Wetan)
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E. Tujuan Penulisan

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa tulisan ini akan berfokus pada dua kegiatan,
pertama pembacaan kembali (tafsir) teks 1 Kor 7: 12-19 untuk menyediakan suatu basis
berteologi dalam melihat perkawinan beda agama. Kedua penyusun akan memakai perspektif
yang didapatkan dari pembacaan kembali teks 1 Kor 7: 12-19 untuk memberi tanggapan teologis

bagi Revisi Pranata Perkawinan GKJW.

F. Metode Penulisan

Dalam kerangka menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah di atas,
penyusun akan memakai metode penulisan sebagai berikut: pertama-tama penyusun akan
berusaha menyelidiki bagaimana konteks umum kota Korintus, sehingga dari situ dapat
didapatkan sedikit banyak gambaran kehidupanmasyarakat kota Korintus. Selanjutnya penyusun
akan menyelidiki konteks jemaat Korintus, ‘baru dari situ kemudian penyusun akan memberikan
sedikit gambaran mengenai dinamika pemikiran teologi Paulus sebagai pengantar untuk
menafsirkan dan memahami nasihatnya kepada jemaat Korintus yang hidup dalam perkawinan
beda agama. Setelah proses menafsirkan nasihat Paulus selesai dilakukan, penyusun akan
memakai poin-poin yang didapatkan dari tafsir untuk menanggapi isi Revisi Pranata Perkawinan
GKJW. Sebelum pada akhirnya penyusun akan menyimpulkan apakah nasihat Paulus itu dapat

mendukung sikap GKJW sebagaimana termuat dalam Revisi Pranata Perkawinan, atau tidak.

Sedangkan di dalam menafsirkan teks 1 Korintus 7: 12-19, penyusun akan menggunakan metode
Sosio-Retorika dalam membaca kembali teks 1 Kor 7: 12-19, dan ini akan dijelaskan di bab

selanjutnya saat menafsirkan teks 1 Korintus 7: 12-19.

G. Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, fokus permasalahan, batas
masalah, judul yang diusulkan, tujuan dan alasan penulisan, metode penulisan, dan

sistematika penulisan.
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BAB |1

BAB Il

BAB IV

PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(STUDI SOSIO-RETORIS TERHADAP 1 KORINTUS 7: 12-19)

Bab ini akan memaparkan bagaimana konteks sosial di Korintus berhubungan
dengan persoalan perkawinan beda agama. Kemudian juga akan dipaparkan
bagaimana konsep Paulus mengenai perkawinan itu sendiri. Baru setelah itu akan
dilihat bagaimana nasehat Paulus kepada komunitas Kristen di Korintus mengenai
perkawinan beda agama.

TANGGAPAN TEOLOGIS BAGI REVISI PRANATA PERKAWINAN GKJW

Bab ini akan coba menganalisa Revisi Pranata Perkawinan GKJW berdasarkan apa
yang diperoleh pada bab I, mengenai nasehat Paulus. mengenai perkawinan beda
agama. Dari usaha tersebut akan dapat dilihat bagaimana sikap Paulus mengenai
perkawinan beda agama apakah mendukung sikap GKJW seperti yang tertuang

dalam Revisi Pranata Perkawinan, atau justru sebaliknya.
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan seluruh pembahasan, dan saran yang ingin
penulis berikan untuk GKJW. Juga menjadi penting melihat apakah pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan di awal dapat terjawab atau tidak.
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